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ABSTRAK 

 
Ganti kerugian merupakan hal yang paling penting dalam proses pengadaan tanah. 

Ganti rugi adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas 

tanah atas beralihnya hak tersebut. Pasal 1 UU Nomor 2 tahun 2012 menyatakan ganti 

kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam 

proses Pengadaan Tanah. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian per bidang tanah ini 

dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa 

penilai atau penilai publik. 

 

Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang 

ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian atau putusan Pengadilan 

Negeri atau Mahkamah Agung. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak 

berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti 

kerugian atau putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung Pihak yang berhak 

menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti 

penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. Dan bagi ada yang melanggar hal 

tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Kata kunci Ganti rugi, Tanah   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINGKASAN 

 
PENYELESAIAN SENGKETA KETIDAK SESUAIAN GANTI RUGI 

PENGADAAN KEPEMILIKAN TANAH KORBAN PEMBEBASAN LAHAN 

DI DESA TEGALREJO KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN 

KOTABARU 

 
(Henky Kurniawan: 2023, 43 hlm) 

 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan bahwa: 

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti 

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ketentuan ini berarti 

Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan menyediakan tanah bagi 

negara untuk kepentingan bangsa dan negara namun dengan cara memberikan ganti 

kerugian yang layak kepada pemegang haknya agar supaya dapat menjamin 

kesejahteraan ekonomi bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkena kegiatan 

pengadaan tanah. 

 

Menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan sudah dilakukan. Yang sering 

disebut jalur non-litigasi dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian 

perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. 

Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di 

luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap 

diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa 

Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, 

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasai, konsiliasi dan 

arbitrase. 

 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-

menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. 

Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para 

pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.  Penyelesaian sengketa perdata di 

luar pengadilan (non litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-

Undang Arbitrase. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang 

bersengketa antara lain: konsultasi, negoisasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan 

arbitrase.  Di Indonesia penyelesaian sengketa alternatif seperti itu dapat dilakukan 

melalui suatu lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).  Pasal 6 

Undang-Undang Arbitrase. 
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